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November, Ganti
Rugi Diselesaikan

UPAYA mempercepat realisasi
pembayaran biaya ganti rugi lahan warga,
yang dijadikan -
lokasi perluasan
area Bandara
Mutiara -dan
Pangkalan
Angkatan Laut
terus dilakukan
oleh Pemerintah
Kota (Pemkot)
Palu.

Telah dilaku-
kan beberapa ta-
hapan. Di anta-
rdnya, pelak-
sapaan survey
dan penyulu-
han di lapa-
ngan, mengin-
ventarisasi ta-
nah, bangunan dan tanaman yang akan
dibebaskan, membentuk tim penilai tanah
dan sudah melakukan musyawarah dengan
warga pemilik lahan atau bangunan yang
akan dibebaskan,

Arfan

Baca NOVEMBER Hal 11
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Pertemuan dengan warga
masih akan dilakukan dalam
waktu dekat, namun masih
menunggu kesiapan Kepala
Bandara Mutiara yang
diharapkan nantinya
memberikan masukan luas
tanah yang harus dibebaskan
dari pemukiman setelah lokasi
bandara diperluas .

Menurut Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan
Pemkot Palu, Drs Arfan MSi,
mengatakan diharapkan pada
pertemuan akhir nanti, sudah
ada kesepakatan terhadap
besaran biaya ganti rugi lahan
yang diajukan warga dan yang
ditetapkan oleh tim pengadaan
tanah.

Sebelum jadwal
musyawarah ditentukan,
Pemkot Kota juga telah
melakukan upaya lain
terhadap percepatan pencairan

anggaran sebesar Rp22 miliar
dari Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah. Dana ini
masing-masing Rp20 miliar
biaya pembebasan lahan
Bandara Mutiara dan Rp2
miliar bagi pembebasan lahan
pembangunan pangkalan
angkatan laut di Kelurahan
Watusampu Kecamatan Palu
Barat.

Menurut Arfan, Pemkot
sudah mengajukan proposal
percepatan pencairan anggaran
Rp22 miliar ke Pemprov
Sulteng. Alasan pengajuan
proposal sebab dipandang
perlu segera dilaksanakannya
tahapan pembayaran terhadap
kegiatan pembebasan lahan
tahap kedua pada sisi udara
seluas 420x250meter atau 10,5
Ha dengan besar anggaran
Rp6.7 miliar dengan jumlah
pemilik lahan 78 orang.

Untuk pembebasan sisi
udara yang akan dilaksanakan
tahan ketiga seluas
900x60meter atau 5,4Ha

dengan anggaran Rpl0.3
miliar dengan jumlah pemilik
lahan sebanyak 57 orang.

Dan untuk pembebasan sisi
darat (lahan parkir) seluas 4Ha
dengan jumlah dana yang
dibutuhkan RpS miliar dan
jumlah  pemilik lahan
sebanyak 13 orang.

Termasuk anggaran Rp2
miliar bagi penyediaan lahan
bagi pembangunan pangkalan
angkatan laut seluas 88,
739Ha.

“Pembayaran ganti rugi lahan
warga akan kami upayakan
secepatnya. Setelah menggelar
kembali musyawarah dalam
pekan ini. Kami targetkan pada
awal November tahap
pencairan anggaran sudah bisa
terealisasi,” ujarnya.

Kata Arfan, kesepakatan
biaya ganti rugi yang
sebelumnya ditetapkan tim
pengadaan tanah sebesar
Rp131 ribu per meter memang
belum menjadi harga mati.
Semua akan disesuaikan

dengan kesepakan bersama
pada musyawarah akhir nanti.

“Harga yang ditawarkan tim
bukan tanpa kajian. Kami
sudah mengacu pada
peraturan yang ada. Intinya
pada proses pembebasan
lahan, pemerintah tidak akan
merugikan warga
setempat,”’sebut Arfan.

Proses pencairan biaya ganti
rugi menurut Arfan, sudah
sepantasnya dilakukan secepat-
nya, ini untuk memberikan rasa
aman serta nyaman kepada para
pengguna jasa Bandara Mutiara,
perusahaan penerbang yang
beroperasi di Bandara Mutiara
termasuk memenuhi standar
keselamatan dan keamanan
penerbangan.

“Diimbau kepada warga
untuk bersabar. Proses
pencairan kami upayakan
terealisasi secepatnya.
Termasuk penentuan harga
yang tentunya rasional dan
tidak merugikan warga,”
tandasnya. (ima)




